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AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Pengadilan Agama
Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili
perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) Komulasi Nafkah Anak
yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan,
XXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, RT.
XXXX RW. XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pagar Alam
Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam,
XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX, RT. XXXX RW.
XXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara,
Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat gugatan yang diajukan
oleh  Penggugat melalui Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor:
281/Pdt.G/2023/PA. Pga, sebagaimana termuat dalam surat gugatan diakhiri
dan diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dengan mediator
bernama Dahsi Oktoriansyah, S.H.l., M.H. hakim pada Pengadilan Agama

Pagar Alam dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Bab |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pihak pertama adalah mantan istri sah pihak kedua yang dahulu telah menikah
pada tanggal 03 Oktober 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, dan telah terjadi perceraian di Pengadilan
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Agama Pagar Alam pada tanggal 06 Desember 2023, berdasarkan Akta Cerai
Nomor: 0226/AC/2019/PA. Pga;
Pasal 2

a. Selama dalam masa perkawinan pihak pertama dan pihak kedua telah
dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
lahir pada tanggal XXXXXXXXX atau saat ini berumur sekitar 11 (sebelas)
bulan ;

b. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan
sengketa Hak asuh anak dengan jalan damai yang berbentuk Akta
Perdamaian, dan agar Akta Perdamaian tersebut di tuangkan dalam putusan
berbentuk Akta Van Dading dan diperintahkan untuk dilaksanakan oleh
kedua belah pihak ;

Bab I
HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

Pasal 3
Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat jika hak asuh anak
(hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, lahir pada tanggal XXXXXXXXX atau saat ini berumur sekitar 11
(sebelas) bulan, berada pada pihak pertama selaku ibu kandungnya ;

Pasal 4
Bahwa Pihak Pertama selaku pemegang hak hadhanah tidak akan melarang
ataupun menghalangi pihak ke dua jika ingin bertemu dan memberikan kasih
sayang kepada anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
lahir pada tanggal XXXXXXXXX atau saat ini berumur sekitar 11 (sebelas)

bulan;

Pasal 5
Bahwa meskipun pihak pertama telah bersepakat dengan pihak ke dua untuk
tidak menghalangi pihak ke dua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang
kepada anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir
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pada tanggal XXXXXXXXX atau saat ini berumur sekitar 11 (sebelas) bulan,
akan tetapi pihak ke dua tidak diperkenankan untuk membawa anak tersebut
keluar dari rumah pihak pertama ataupun diajak menginap oleh pihak ke dua,
selama anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir
pada tanggal XXXXXXXXX atau saat ini berumur sekitar 11 (sebelas) bulan
belum berusia dua tahun, kecuali yang telah disepakati oleh pihak pertama
dan pihak ke dua untuk di bawa satu kali menginap di rumah pihak kedua
pada saat perjanjian ini di buat, dan setelahnya pihak kedua berkewajiban

mengantar kembali anak tersebut kepada pihak pertama,;

Pasal 6
a. Bahwa apabila anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, lahir pada tanggal XXXXXXXXX atau saat ini berumur

sekitar 11 (sebelas) bulan telah berumur dua tahun, pihak pertama dan

pihak kedua telah sepakat untuk membagi waktu dalam merawat anak
tersebut, dengan ketentuan :

1. Pengasuhan terhadap anak tersebut menjadi hak penuh pihak
pertama sebagai pemegang hak hadhonah;

2. Setiap satu bulan sekali, anak yang benama ANAK PENGGUGAT
DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXXXXXXXX atau saat ini
berumur sekitar 11 (sebelas) bulan tersebut di beriksan akses oleh
pihak pertama untuk diasuh oleh pihak kedua dan menginap di rumah
pihak kedua selama satu hari dengan tanpa adanya paksaan kepada
anak tersebut oleh pihak kedua, dan untuk kemudian pihak ke dua
harus mengembalikan anak tersebut kepada pihak pertama kembali
ke esokan harinya;

b. Apabila pihak kedua ingin mengajak anak tersebut keluar dari rumah
pihak pertama, baik mengajak jalan-jalan maupun menginap di rumah
pihak kedua, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak

pertama sebagai pemegang hak hadhonabh;

Hal.3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh saling menghalangi
atau membatasi apabila salah satu pihak ingin bertemu atau berbicara
dengan anak tersebut ;

d. Apabila pihak pertama ingin mengajak anak tersebut keluar daerah,
maka pihak pertama harus memberitahukan dahulu kepada pihak kedua,
dan apabila pihak kedua ingin mengajak anak tersebut keluar daerah
maka harus mendapatakan izin dari pihak pertama;

Pasal 7
Adapun masalah mengurus anak merupakan tanggung jawab utama dari pihak
pertama sebagai pemegang hak hadhonah, jika pihak pertama memiliki
halangan untuk mengurus anak maka pengurusan anak tersebut di limpahkan

kepada pihak kedua ;

Bab IlI
NAFKAH DAN KEBUTUHAN ANAK

Pasal 8
Mengenai nafkah dan kebutuhan anak, pihak pertama dan pihak kedua telah
bersepakat, jika pihak kedua akan memberikan uang sejumlah minimal
Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10%
(sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan anak, yang akan di
berikan oleh pihak ke dua baik dengan cara transfer ke rekening pihak pertama
ataupun diberikan secara tunai setiap bulannya paling lambat di tanggal 28

setiap bulannya;

Pasal 9
Apabila anak dalam keadaan sakit bahkan memerlukan perawatan medis,
maka pihak pertama dan pihak kedua bertanggung jawab secara bersama-

sama terhadap pembiayaan dan perawatannya ;
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Bab IV
SANKSI
Pasal 10
Sekiranya salah satu pihak mengingkari perjanjian ini maka akan diselesaikan

menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis
tertanggal 20 Desember 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak
(Penggugat dan Tergugat) maka Penggugat dan Tergugat masing-masing
menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian
tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN
Nomor: 281/Pdt.G/2023/PA. Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara
Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan

perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;

2. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat (PENGGUGAT) dan
Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati isi persetujuan yang telah
disepakati tersebut di atas;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
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Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan
Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dahsi
Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga
putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum di
bantu oleh Syahrun Mubarak, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri
pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H
Panitera pengganti

Syahrun Mubarak, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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